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KATA PENGANTAR

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah menyebabkan
terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata kelola pemerintahan
yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
Sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/
Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah
daerah dalam penerapan SPM.

Sehubungan dengan ketentuan PP tersebut, maka semua peraturan dan perundang-
undangan yang berkaitan dengan SPM wajib untuk disesuaikan. Kementerian Dalam
Negeri selaku koordinator tim konsultasi mempunyai peran yang penting di dalam
memfasilitasi proses penyusunan SPM bersama Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Hingga kuartal pertama tahun 2011 ini telah ditetapkan SPM dari 13 Kementerian/
Lembaga yaitu dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian
Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya menjadi
acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di daerah
untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam
rangka penyelenggaraan urusan wajib. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah telah
mencantumkan SPM dalam proses penyusunan perencanaan daerah, serta evaluasi
pelaksanaannya, setelah secara jelas juga dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan peraturan terkait
lainnya. SPM pada penerapannya diharapkan dapat dilakukan secara bertahap
dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan
nasional dan daerah serta kelembagaan dan personil. Kementerian Dalam Negeri
selaku koordinator tim konsultasi penyusunan SPM bersama Kementerian/Lembaga
terkait tentunya akan terus melakukan koordinasi untuk penyempurnaan peraturan
dan kebijakan SPM yang lebih efisien dan aplikatif sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam
urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya
yang dilakukan, tetapi juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM terkait di daerah,
khususnya pada SKPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian
sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar
capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran
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capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen
perencanaan. Langkah langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat
diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan
dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada
tahun berikutnya.

Dengan penetapan SPM beserta indikator dan tahun pencapaian, Petunjuk Teknis
berisi kegiatan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pencapaian sasaran SPM, dan
Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan kegiatan pelaksanaan pencapaian sasaran
indikator SPM merupakan langkah awal yang harus disiapkan sehingga pemerintah
daerah dapat memahami konsep dan indikator SPM. Dengan upaya pengelolaan data
dasar SPM dari setiap SPKD dan instansi terkait, maka Petunjuk Teknis dan Petunjuk
Perencanaan Pembiayaan SPM lebih lanjut dapat dipergunakan bagi pelaksanaan
SPM di Daerah.

Penerbitan buku “Himpunan Produk Hukum SPM” ini merupakan salah satu bentuk
dukungan dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah maupun
kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyebaran informasi mengenai
peraturan-peraturan dan kebijakan terkait SPM yang akan menjadi referensi dasar
untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.

Semoga buku yang dilengkapi dengan berbagai peraturan yang terkait SPM ini dapat
memudahkan pemerintah daerah dalam memahami pentingnya SPM dan memenubhi
kebutuhan akan percepatan penerapannya di daerah.

Jakarta, 25 April 2011
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
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KATA SAMBUTAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diterbitkannya buku Himpunan Produk
Hukum SPM.

Saat ini Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan oleh 13 Kementerian/
Lembaga. Pemerintah menyusun dan menetapkan SPM untuk menjamin hak
konstitusional setiap warga dalam memperoleh akses dan kualitas pelayanan dasar
dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama
dari pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

Dengan adanya peraturan-peraturan mengenai SPM berikut berbagai petunjuk teknis
dan petunjuk pelaksanaannya, maka proses fasilitasi ke daerah harus dilakukan secara
optimal melalui program sosialisasi maupun bimbingan teknis dengan penyedian
materi yang memadai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal,
daerah dituntut untuk melakukan penerapan SPM dalam bentuk pengintegrasiannya
ke dalam dokumen perencanaan daerah

Sebagai salah satu bentuk dukungan Kementerian Dalam Negeri untuk penerapan
SPM, maka dipandang perlu adanya penyediaan kompilasi berbagai peraturan dan
perundang-undangan terkait SPM yang akan dibagikan kepada seluruh pemerintahan
daerah di Indonesia. Dengan dukungan ini, maka diharapkan pemerintah daerah di
Indonesia dapat lebih memahami berbagai peraturan SPM dan mempercepat proses
penerapannya di daerah.

Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para mitra pembangunan yang
berasal dari program/lembaga luar negeri, yaitu: AIPD-AusAlID, BASICS-CIDA, DeCGG-
GIZ dan DSF (Decentralization Support Facility) yang telah membantu sehingga
Himpunan Produk Hukum SPM ini dapat diterbitkan. Semoga buku ini dapat benar-
benar bermanfaat dan menjadi referensi dasar untuk penerapan SPM dan peningkatan
kinerja pemerintahan di daerah.

Jakarta, 26 April 2011
Menteri Dalam Negeri

Gamawan Fauzi
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SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NO. 100/676/SJ)

PERIHAL PERCEPATAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

DI DAERAH
Sifat: Sangat Segera
Lampiran :
Perihal  :Percepatan Penerapan Standar Pelayanan: Minimal (SPM) di Daerah.

Jakarta, 7 Maret 2011

Kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Seluruh Indonesia;

2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Seluruh
Indonesia;

3. Sdr. BupatijWalikota Seluruh Indonesia;

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh
Indonesia;

di-TEMPAT.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya 13 (tiga belas) SPM oleh Pemerintah, dan

batas waktu pencapaian target indikator secara umum di daerah rata-rata pada tahun

2014, berkaitan dengan itu untuk optimalisasi dan percepatan penerapan SPM di

Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan. dan Penetapan SPM mengacu pada Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah- Kabupaten/Kota,
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan SPM, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penetapan dan Penerapan SPM, dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM.

2. SPMyang telah ditetapkan oleh Kementerian/LPNK meliputi 13 (tiga belas) SPM,
yakni:

a. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang SPM
Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
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c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Sosial
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota;

e. Peraturan. Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang
SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
dan Penghapusan Ekploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/
Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang SPM
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang SPM
Bidang Keluarga Perencana

h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

i. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010
tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan;

j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/0T.140/12/2010 tentang
SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

|. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK.501/
MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian;

m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang
SPM Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan penerapan SPM untuk Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi

4 (empat) SPM yakni Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Perumahan, Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Ketenagakerjaan,

sedangkan untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berjumlah 13 (tiga

belas) Bidang SPM tersebut pada poin 2 (dua).

Menteri/Pimpinan LPNK melakukan pembinaan kepada Pemerintahan daerah

dalam penerapan SPM.

a. Pembinaan penerapan SPM terhadap pemerintahan daerah Provinsi dilakukan
oleh pemerintah, dan

b. Pembinaan penerapan SPM terhadap pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
dilakukan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

Melihat bahwa batas pencapaian target penerapan indikator ke-13 SPM dimaksud,
secara umum rata- rata pada tahun 2014 di daerah, untuk itu diminta perhatian
saudara para Gubernur, DPRD Provinsi dan Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/
Kota segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1.

Menjadikan SPM yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan tujuan untuk menjamin
optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM dimaksud.

Menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian
SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian
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Rencana Pencapaian SPM tersebut, perlu disinkronkan dan diintregrasikan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);

Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penerapan SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat
melakukan koordinasi dengan Kementerian/LPNK dan Kementerian Dalam
Negeri c.q Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd.

GAMAWAN FAUZI

Tembusan, disampaikan kepada yth:

NV AWN =

Bapak Presiden Republik Indonesia;

Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;

Sdr. Menteri Koordinator Bidang Polhukam;

Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Sdr. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;

Sdr. Menteri Keuangan;

Sdri. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
Sdr. Menteri Negara Perumahan Rakyat;

Sdr. Menteri Sosial;

Sdri. Menteri Kesehatan;

. Sdri. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;

Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Sdr. Menteri Pendidikan Nasional;

Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Sdr. Menteri Pekerjaan Umum;

Sdr. Menteri Pertanian;

Sdr. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

Sdr. Menteri Komunikasi dan Informatika;

Sdr. Kepala BKKBN;

Sdr. Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4);

. Sdr. Para Pejabat Eselon | dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
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Nomor . 188.32/421/S) Jakarta, 11 Februari 2011

Sifat
Lampiran : Kepada
Hal Sosialisasi Peraturan Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Provinsi
Menteri Dalam Negeri 2. Sdr. Gubernur
Nomor 54 Tahun 2010 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
4. Sdr. Bupati/Walikota
Di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, agar digunakan sebagai
pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
daerah, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai pedoman SKPD menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi menyediakan pelayanan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimum (SPM) dan pelayanan lainnya yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Melalui tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencanapembangunandaerah sebagaimanadiaturdalam PermendagriNomor 54
Tahun 2010 diharapkan dapat diwujudkan sinergi pusat dan daerah, penyusunan
program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan kewenangan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, mengoptimalkan forum
Musrenbangda sebagai wahana para pemangku kepentingan pembangunan
di daerah, tersusunnya kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan
dan penganggaran terpadu, pemantapan koordinasi pembangunan daerah
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dan mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara lembaga
perwakilan rakyat daerah dengan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4. Berkaitan dengan hal-hal tersebut dia atas, untuk pemantapan permahaman
dan penyamaan persepsi dalam penerapannya, Pemerintah Daerah provinsi,
kabupaten/kota agar mensosialisasikan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
dimaksud kepada pimpinan dan anggota DPRD serta kepada seluruh pejabat/staf
SKPD provinsi, kabupaten/kota dan/atau mengkoordinasikan penyelenggaraan
sosialisasi tersebut dengan Kementerian Dalam negeri c.q Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI.
Ttd.

GAMAWAN FAUZI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Bpk. Ketua BPK-RI;

Sdr. Kepala BPKP-RI;

Sdr. Menteri PPN/Kepala Bappenas;

Sdr. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi; dan
Sdr. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Direktur Jenderal dan Kepala Badan

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

uhwn =
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NO. 65 TAHUN 2005
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14
ayat(3)Undang-UndangNomor32Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: =~ PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak
dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan
oleh peraturan perundangundangan kepada Daerah untuk perlindungan
hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta
ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang
berhubungan dengan perjanjian dan konvensi Internasional.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan
untukmenggambarkan besaran sasaranyang hendak dipenuhidalam pencapaian
suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan social, ekonomi dan
pemerintahan.

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD adalah
dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden
terhadap kebijakan otonomi daerah.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM menjadi acuan dalam penyusunan
SPM oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan dalam
penerapannya oleh Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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BABIIII
PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin
akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka
penyelenggaraan urusan wajib.

SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan
Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari
penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat
dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan
keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil
daerah dalam bidang yang bersangkutan.

BAB IV
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun SPM sesuai
dengan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
Penyusunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur urusan wajib.

Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan jenis
pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM.

Pasal 5

Penyusunan SPM oleh masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non-Departemen dilakukan melalui konsultasi yang dikoordinasikan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tim konsultasi
yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara, dengan melibatkan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
Departemen terkait sesuai kebutuhan.

Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6
Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan oleh

Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Direktur Jenderal Otonomi Daerah, kepada
DPOD melalui Sekretariat DPOD untuk mendapatkan rekomendasi bagi Menteri/
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Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan dalam
rangka penyusunan SPM.

SPM yang disusun oleh masing-masing Menteri setelah memperoleh dan
mengakomodasikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan.

SPM yang disusun oleh masing-masing Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
Departemen setelah memperoleh dan mengakomodasikan rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri
terkait.

Pasal 7

. Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal

6, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut:

a. Keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan
dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.

b. Standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang yang
bersangkutan di daerah;

¢. Keterkaiatan antar SPM dalam suatu bidang dan antara SPM dalam suatu
bidang dengan SPM dalam bidang lainnya;

d. Kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan
dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan; dan

e. Pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar tertentu ynag
telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang ingin dicapai.

. Pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

. Untuk mendukung penerapan SPM, Menteri yang bersangkutan menyusun

petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

. Untuk mendukung penerapan SPM, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-

Departemen menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri terkait.

BABV
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 9

. Pemerintahan Daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Menteri.

. SPM vyang ditelah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi

Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

. Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target

tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM
sesuai dengan Peraturan Menteri.
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4. Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SPKP).

5. Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja
daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Penyusunan rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
dan ayat (4) dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan
berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Rencana pencapaian target tahunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5) serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan
SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

1. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak
lintas daerah dan/atau untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola
pelayanan publik secara bersama dengan daerah disekitarnya sesuai peraturan
perundangundangan.

2. Dalam pengelolaan pelayanan dasar secara bersama sebagai bagian dari
pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana pencapaian
SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) perlu disepakati bersama dan
dijadikan sebagai dasar dalam merencanakan dan menganggarkan kontribusi
masing-masing daerah.

3. Dalam upaya pencapaian SPM, Pemerintah Daerah dalam bekerjasama dengan
pihak swasta.

HIMPUNAN PRODUK HUKUM
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan

kepada Pemerintahan Daerah dalam penerapan SPM.

. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian

orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau

bantuan teknis lainnya yang mencakup:

a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM,
termasuk kesenjangan pembiayaannya;

b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan
pencapaian SPM;

c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan

d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

. Pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi dilakukan

oleh Pemerintah, dan pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakit Pemerintah di Daerah.

Pasal 15

. Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh

Pemerintahan Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar
kepada masyarakat.

. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. Pemerintah untuk Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.

Pasal 16

. Pemerintah wajib mendukung pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah

yang belum mampu mencapai SPM.

. Pemerintah dapat melimpahkan tanggungjawab pengembangan kapasitas

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang belum mampu mencapai SPM kepada
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

. Ketidakmampuan Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah berdasarkan peloparan dan
hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan
perundangundangan.

. Dukungan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum,
petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis,

pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan
keuangan negara serta keuangan daerah.
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Pasal 17

1. Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pengawasan umum penerapan
SPM oleh Pemerintahan Daerah.

2. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen bertanggungjawab
atas pengawasan teknis penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

3. Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan tanggungjawab pengawasan umum
penerapan SPM oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di Daerah.

4. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dapat melimpahkan
tanggungjawab pengawasan teknis penerapan SPM yang dilakukan oleh
Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Daerah.

Pasal 18

Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintahan Daerah yang
berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 19

1. Pemerintah dapat memberikan sanksu kepada Pemerintahan Daerah yang tidak
berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan
hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan
mempertimbangkan kondisi khusus Daerah yang bersangkutan.

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan
perundangundangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan SPM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SPM dan tidak

sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah ini wajib diadakan penyesuaian paling
lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
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2. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun SPM paling
lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 150
Salinan Sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

ABDUL WAHID
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PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2005
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

l. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya
kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada
daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta
masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi
dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai,
Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian
pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi,
monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai
dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan
pada urusan wajib Daerah terutaman yang berkaitan dengan pelaynanan dasar,
baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan
lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang
ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun
penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM vyaitu sederhana, konkrit,
mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta
mempunyai batas waktu pencapaian.

Disamping itu, perlu dipahami bahwa SPM berbeda dengan Standar Teknis, karena
Standar Teknis merupakan faktor pendukung pencapaian SPM.

HIMPUNAN PRODUK HUKUM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

21



22

PP RI NOMOR 65 TAHUN 2005

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini maksudkan untuk:

1.

2.

Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari
Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu.

Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk
menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar
menentukan kebutuhan pembiayaan daerah.

Menjadilandasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan
lain yang lebih adil dan transparan.

Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja.
SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan
yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas
Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat
mengukur sejauhmana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya
dalam menyediakan pelayanan publik.

Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya
checks and balances yang efektif.

Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah membina dan mengawasi penerapan
SPM oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya.
Sementara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM
oleh Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh
Pemerintahan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "urusan wajib yang disusun dan diterapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah urusan wajib
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur penyelenggaraan
pelayanan dasar, seperti peraturan perundangundangan bidang
pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan,
yang memuat ketentuan tentang urusan, tugas, wewenang dan tanggung
jawab daerah.

Pasal 3 Ayat (1)

Cukup jelas.
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Pasal 4

Pasal 5

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

4

Yang dimaksud dengan’perkembangan kebutuhan dan kemampuan’
adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu
terhadap kebutuhan pelayanan dasar serta keberhasilan pencapaian SPM,
dengan mempertimbangkan kemampuan nasional dan daerah, yang
dikaji secara terus menerus, dalam rangka peningkatan akses masyarakat
terhadap pelayanan dasar.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Batas waktu pencapaian SPM adalah periode yang ditentukan dalam
Peraturan Menteri untuk mencapai indikator-indikator SPM.

Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (1)

Pasal 7

Pasal 8

Pembahasan SPM dalam forum DPOD dianggap perlu memperhatikan:

a. Prioritas penyusunan SPM, baik pada masing-masing bidang
pemerintahan maupun antar bidang pemerintahan.

b. Kriteria penentuan urusan wajib; dan

c. Ketersediaan keuangan negara dan daerah.

Untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut dan menghindari
tumpangtindih dalam penyusunan SPM yang terkait dengan lebih dari
satu Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen, DPOD sebagai
dewan yang bertugas memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan
kebijakan otonomi daerah merupakan wadah yang representatif untuk
dapat menjadi penengah atau mediator agar terjadi sinergi.

Rekomendasi dapat berupa saran perbaikan/penyempurnaan,
persetujuan untukditeruskan dengan beberapa catatan, peninjauanulang
atas rancangan SPM yang disusun, atau pertimbanganpertimbangan lain
yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Klasifikasi belanja daerah disusun berdasarkan organisasi, fungsi, program
dan kegiatan serta jenis belanja.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Informasi kepada masyarakat disampaikan melalui papan pengumuman
yang tersedia, media cetak (surat kabar lokal dan nasional), media
elektronik (website), dan forum diskusi publik, dan/atau media lainnya
yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses pada informasi
dimaksud.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan’pelaksanaan urusan pemerintahan yang
mengakibatkan dampak lintas daerah” antara lain adalah pelayanan
sekolah, rumah sakit, pengelolaan sampah.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4585
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LAMPIRAN I: USULAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LAMPIRAN II: PENYUSUNAN LAPORAN UMUM TAHUNAN
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN lll: KERANGKA ACUAN KERJA SISTEM/SUB
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STANDAR PELAYANAN
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 6 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pene-
tapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: peraturan menteri dalam negeri tentang petunjuk teknis

penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur
dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan
pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan
perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional,
kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan
ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan
perjanjian dan konvensi internasional.

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan
pemerintahan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan
dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian
penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhidalam pencapaian
SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau
sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan
fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar
dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip
tata pemerintahan yang baik.

Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat
RPJM adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun
anggaran.

Rencana pembangunan tahunan nasional yang selanjutnya disebut rencana
kerja pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional
untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
anggaranyang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut
Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
daerah.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal
dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun dan menetapkan 5PM sesuai
lingkup tugas dan fungsinya.

Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal
bertujuan agar SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non-Departemen dapat diterapkan oleh Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
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BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyusunan dan penetapan 5PM oleh Menteri/Lembaga Pemerintah
Non-Departemen meliputi:

a.

b
C.
d

jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
indikator dan nilai SPM;

batas waktu pencapaian SPM; dan
pengorganisasian penyelenggaraan SPM.

Pasal 4

Penentuan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada kriteria :

a.
b.

merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib;

merupakan pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal sehingga dijamin ketersediaannya oleh konstitusi, rencana
jangka panjang nasional, dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi,
tanpa memandang latar belakang pendapatan, sosial, ekonomi, dan politik
warga;

didukung dengan data dan informasi terbaru yang lengkap secara nasional
serta latar belakang pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan
berbagai implikasinya, termasuk implikasi kelembagaan dan pembiayaannya;
dan

terutama yang tidak menghasilkan keuntungan materi.

Pasal 5

Penentuan indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggam-

barkan:

a. tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana,
dana, dan personil;

b. tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program
atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penetapan,
pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak;

¢.  wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan
perubahan perilaku masyarakat;

d. tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas
hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan
pemerintahan daerah; dan

e. keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat
dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.



Pasal 6

Penentuan nilai SPM mengacu pada:

a.

kualitas berdasarkan standar teknis dari jenis pelayanan dasar yang berpedoman
pada SPM dengan mempertimbangkan standar pelayanan tertinggi yang
telah dicapai dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan di daerah
dan pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar yang
bersangkutan yang telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang
hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan SPM dalam suatu bidang pelayanan
yang sama dan dengan SPM dalam bidang pelayanan yang lain;

cakupan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM secara nasional
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta
kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang pelayanan dasar
yang bersangkutan, variasi kondisi daerah, termasuk kondisi geografisnya.

Pasal 7

Batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢
merupakan kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
Dalam menentukan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempertimbangkan:

a. status jenis pelayanan dasar yang bersangkutan pada saat ditetapkan;

b. sasaran dan tingkat pelayanan dasar yang hendak dicapai;

¢. variasi faktor komunikasi, demografi dan geografi daerah; dan

d. kemampuan, potensi, serta prioritas nasional dan daerah.

Pasal 8

Pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d mencakup tatacara penyusunan dan penetapan SPM serta pembinaan
dan pengawasan penerapannya.

Dalam rangka pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen
mengkoordinasikan komponen-komponen dilingkungan Departemen/Lembaga
Pemerintah Non-Departemen masing-masing sesuai urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya.

Dalam menyusun dan menetapkan pengorganisasian penyelenggaraan SPM,
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berkoordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Usulan SPM yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
Departemen dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan

ni.
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BAB IV
PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPM

Pasal 10

Dalam menyusun dan menetapkan SPM, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non-Departemen memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.

konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit
kerja yang ada pada departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang
bersangkutan;

sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;

nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur
teknis;

terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;

terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya
dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;

akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan

bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan,
kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.

Pasal 11

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan Tim Konsultasi
Penyusunan SPM dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan dan catatan atas
usulan SPM yang disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
Departemen.

1.

BABV
TATACARA

Pasal 12

Tatacara penyusunan dan penetapan SPM oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non-Departemen dilakukan sebagai berikut:

a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun
usulan SPM jenis pelayanan dasar pelaksanaan urusan wajib dalam lingkup
tugas dan fungsinya;

b. Usulan SPM yang disusun tersebut pada huruf a disampaikan kepada Tim
Konsultasi Penyusunan SPM yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam
Negeri untuk dibahas kesesuaian dan kelayakannya serta keterkaitannya
dengan SPM jenis pelayanan dasar yang lain;

¢.  Tim Konsultasi Penyusunan SPM melakukan pembahasan atas usulan SPM
yang disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
Departemen bersama perwakilan Departemen/ Lembaga Pemerintah Non-
Departemen yang bersangkutan;

d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan
oleh Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah kepada
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah melalui Sekretariat DPOD untuk
mendapatkan rekomendasi; dan



e. berdasarkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf d, usulan SPM disampaikan oleh Tim
Konsultasi Penyusunan SPM kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non-Departemen untuk ditetapkan oleh Menteri terkait sebagai SPM jenis
pelayanan dasar yang bersangkutan.

SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan

Menteri yang bersangkutan.

Pasal 13

Dalam menyusun usulan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a,
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan langkah-langkah
sebagai berikut:

a.

b.

oK@

mengkaji standar jenis pelayanan dasar yang sudah ada dan/atau standar teknis
yang mendukung penyelenggaraan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan;
menyelaraskan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan dengan pelayanan
dasar yang tertuang dalam konstitusi, RPJM, RKP dan dokumen kebijakan nasional
lainnya, serta konvensi/perjanjian internasional yang telah diratifikasi;
menganalisa dampak, efisiensi, dan efektivitas dari pelayanan dasar terhadap
kebijakan dan pencapaian tujuan nasional;

menganalisa dampak kelembagaan dan personil penerapan SPM oleh
pemerintahan daerah;

mengkaji status pelayanan dasar saat ini, termasuk tingkat pencapaian tertinggi
secara nasional dan daerah;

menyusun rancangan SPM sementara;

menganalisa pembiayaan pencapaian SPM secara nasional dan daerah;
menganalisa data dan informasi yang tersedia;

melakukan konsultasi dengan sektor-sektor terkait dan daerah; dan

menggali masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok profesional terkait.

Pasal 14

Penyusunan rekomendasi penetapan SPM oleh Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e mempertimbangkan:

a.

b.

status pencapaian kinerja nasional pelayanan dasar yang akan ditetapkan dalam

SPM;

kemampuan kelembagaan, personil, dan penggunaan teknologi komunikasi dan

informasi serta sumber-sumber daya lain yang ada pada pemerintahan daerah

dalam pencapaian SPM pelayanan dasar;

kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintahan daerah dalam

melaksanakan urusan wajib dengan SPM pelayanan dasar yang bersangkutan;

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan

dasar yang berpedoman pada SPM;

dasar pertimbangan pengajuan rancangan SPM pelayanan dasar yang

bersangkutan serta kondisi yang dihendaki melalui penerapannya;

sistem dan prosedur penyusunan SPM yang sekurang-kurangnya memuat tata

cara:

1. pengolahan dan analisa data pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
dan

2. penyampaian hasil analisa data pelayanan dasar yang berpedoman pada
SPM.
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persyaratan teknis dan administratif bagi lembaga penyelenggara pelayanan
dasar yang berpedoman pada SPM, meliputi:

1. besaran dan rincian biaya pencapaian SPM;

2. jangka waktu pencapaian SPM; dan

3. hakdan kewajiban dari pihak penyelenggara SPM.

sinergitas penerapan serta pembinaan dan pengawasan SPM antar bidang
urusan wajib; dan

dokumen-dokumen perencanaan, meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan

2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pasal 15

Tim Konsultasi Penyusunan SPM melakukan pengkajian atas hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal
14.

Pembentukan, keanggotaan, kedudukan, tugas dan fungsi Tim Konsultasi
Penyusunan SPM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja
penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Gubernur menyusunlaporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian
SPM.

Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan
dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan laporan umum tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3), Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi.

Format laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada
Lampiran 11 Peraturan ini.

Pasal 17

Pemerintah daerah menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan
dan pencapaian SPM kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
Departemen yang bersangkutan.

Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan
melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM sesuai dengan
bidang urusan masing-masing.

Format laporan teknis tahunan penerapan dan pencapaian kinerja penerapan
dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen
tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.



BAB VIl
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian
SPM pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dibantu oleh Tim
Konsultasi Penyusunan SPM.

Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada DPOD melalui Sekretariat DPOD.

Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipergunakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai bahan
laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 19

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan moni-
toring dan evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM
pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua
Tim Konsultasi Penyusunan SPM.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non-Departemen terkait.

Pasal 20

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dipergunakan pemerintah sebagai:

a.

b.

bahan masukan bagi pengernbangan kapasitas pemerintahan daerah dalam
pencapaian SPM; dan

bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM,
termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah yang berprestasi
sangat baik.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM
pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam
Negeri.
Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM pemerintahan daerah
kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah di
daerah.
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Pasal 22

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan
pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM
pemerintahan daerah.

2. Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah,
Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun petunjuk
teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri/ Pimpinan lembaga Pemerintah
Non-Departemen.

3. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen setelah berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri, mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk melaku-
kan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM
pemerintahan daerah kabupaten/kota.

4. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyampaian rencana
program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan
pencapaian SPM pemerintahan daerah.

Pasal 23

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam melakukan
pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dibantu oleh Inspektorat
Jenderal Departemen/Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

2.  Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan
teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pernerintahan daerah kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dibantu oleh Inspektorat
Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan
teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana
kerja Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

BAB IX
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 25

1. Dalam rangka tindak-lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan
pencapaian SPM pemerintahan daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non-Departemen berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk
mendukung penerapan dan pencapaian SPM.

2. Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melalui peningkatan
kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan, baik di tingkat
pemerintah maupun pemerintahan daerah.



3.

Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan
pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

Pasal 26

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan dalam rangka:

a.

b.

penyusunan RPJMD yang memuat rencana penerapan dan pencapaian SPM dan
menuangkannya menurut skala prioritas dalam APBD;

penyusunan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja SKPD dalam
penerapan dan pencapaian SPM secara nasional dan daerah;

pemberdayaan pemerintahan daerah untuk membangun kerjasama dan/atau
kemitraan antar daerah dan antara pemerintahan daerah dengan pihak swasta
dan/atau masyarakat dalam penerapan dan pencapaian SPM;

Penyusunan strategi agar pemerintahan daerah mampu mengembangkan
penerapan dan pencapaian SPM terpadu satu pintu;

Pengembangan inovasi dan kreativitas pemerintahan daerah dalam penerapan
dan pencapaian SPM;

Penyusunan kebijakan pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah
untuk meningkatkan kualitas penerapan dan pencapaian SPM; dan

Penyusunan sub sistem informasi penerapan dan pencapaian SPM bagi
pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen
pada pemerintah.

BAB X
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPM

Pasal 27

Penyusunan dan penetapan serta penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 didukung dengan sistem
informasi manajemen SPM.

Sistem informasi manajemen SPM digunakan sebagai alat bantu dalam
mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan data pendukung
penyusunan dan penetapan serta penerapan dan pencapaian SPM.

Sistem dan sub sistem informasi manajemen SPM dibangun sesuai kerangka
acuan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan ini.
Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departernen dan pemerintahan provinsi
membangun sub-sistem informasi manajemen SPM yang terintegrasi dengan
sistem informasi manajemen SPM nasional pada Departemen Dalam Negeri.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan,
monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem
dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk

37



38

mendukung penyelenggaraan SPM yang merupakan tugas dan tanggung-jawab
pemerintah, dibebankan pada APBN masing-masing Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen.

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/ pelaporan,
monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub
sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan
tugas dan tanggung-jawab pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen tentang
SPM yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, agar disesuaikan
dengan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.

Dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis
berpedoman pada Peraturan ini.

SPM yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sampai
dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun
dan menetapkan SPM yang baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan Peraturan ini.

BAB XIlII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, SPM yang disusun dan
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan Peraturan ini.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Pebruari 2007

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

H. MOH. MA'RUF, SE



PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LAMPIRANI| : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 PEBRUARI 2007
USULAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Departemen/LPND
Urusan Wajib

Jenis Standar Pelayanan Batas Waktu Satuan Kerja/

No. | Pelayanan Minimal Pencapaian Lembaga Keterangan
Dasar (Tahun) Penanggung-Jawab
Indikator Nilai
1 2 3 4 5 6 7
MENTERI DALAM NEGERI,
Ttd
H. MOH. MA'RUF, SE

HIMPUNAN PRODUK HUKUM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
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LAMPIRAN Il : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 PEBRUARI 2007

PENYUSUNAN LAPORAN UMUM TAHUNAN
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR
DAFTARISI

BABI
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar per-
timbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan
SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi
atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam
rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.
ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan
oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penera-
pan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB Il
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A.Bidang Urusan
Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari muncul-
nya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1.

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan
oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.
Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.
Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah
dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan
pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM
yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan
Daerah selama 1 tahunanggaran dan membandingkannya dengan rencanatarget
yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.



monNnw

a. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar X:
(i) Kontribusi Pemerintahan Daerah: ...........cccvvvnnnn
(i) Kontribusi Swasta/Masyarakat:..............ccoevennnn
b. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Y:
(i) Kontribusi Pemerintahan Daerah: ...........cccvvvnnnn
(i) Kontribusi Swasta/Masyarakat:..............ccoevennnn
Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang
ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh
pemerintahan daerah, yang bersumber dari:
a. APBD;
b. APBN;
c.  Sumber dana lain yang sah.
Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat
dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:
a. PNS;
b. Non-PNS.
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam
penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal,
dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempubh.
Bidang Urusan ........ccccevereeieincnnnnes
Bidang Urusan ........cccceveveeinincnnnnes
Bidang Urusan ........ccccevevneieincnnnnes
Bidang Urusan........ccccceeveennnnnnes

BAB Il
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV
PENUTUP
MENTERI DALAM NEGER]I,
ttd

H. MOH. MA'RUF, SE

41



42

LAMPIRAN Il : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 PEBRUARI 2007

KERANGKA ACUAN KERJA
SISTEM/SUB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Departemen/LPND
Pemerintah Daerah Provinsi

R Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
berlaku saat ini secara substansial memiliki beberapa perbedaan diperbandingkan
dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Selain dipenuhi dengan
tuntulan untuk menciptakan good governance yang bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme, UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mengamanatkan penciptaan sistem checks
and balances penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih berimbang, termasuk
hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini
semua tercermin dalam berbagai ketentuan yang diarahkan untuk meningkatkan
akuntabilitas publik dan penyelenggaraan otonomi daerah guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di
daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan instrumen
kebijakan negara untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas. Sebagai salah
satu penjabarannya, pemerintahan daerah diwajibkan untuk menerapkan standar
pelayanan minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang merupakan
bagian dari pelaksanaan urusan wajib untuk memenuhi kehutuhan dasar masyarakat.

Selainitu, SPMjuga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, khususnya dalam penycdraan pelayanan dasar yang bermuara
pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang
secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan
kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

Konsekwensi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak
diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah menjadi UU Nomor
32 Tahun 2001, fungsi dan peran pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya semakin meningkat, termasuk
dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Pemerintah mendstribusikan berbagai
urusan pemerintahan kepada daerah, yang disebut urusan pemerintahan daerah,
kecuali oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah. Untuk dapat
memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan tersebut dengan baik,
khususnya penyelenggaraan urusan wajib dalam bentuk pelayanan dasar yang telah



ditetapkan dalam SPM, perlu dikembangkan sistem informasi manajemen SPM yang
baku, cepat, tepat, komprehensif dan berkesinambungan serta berskala nasional dan
provinsial. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data
dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas
dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khusus penyampaian pelayanan
dasar yang berpedoman pada SPM.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPM

PRESIDEN RI
X
Menteri-Menteri <=
Lainnya H
Mendagri (Tim '
> Konsultasi) 1
1
[ Pimpinan LPND | <= -1
1
N
f —l 7~ '
1 1
’—b Gubernur 4—‘ ’—V Gubernur 4—‘
Bupati/ Bupati/ Bupati/ Bupati/
Walikota Walikota Walikota Walikota

Sistem Informasi Manajemen SPM dirancang sebagai pola dan bagian dari mekanisme
pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya penyelenggaraan
pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM oleh pemerintahan daerah kabupaten/
kota kepada pemerintahan daerah provinsi dan kemudian kepada Pemerintah melalui
Departemen Dalam Negeri.

Il. Permasalahan

Beberapa permasalahan dan hambatan yang selama ini dihadapi pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dalam
mengelola pelaporan antara lain adalah:

+  Kepala daerah sulit untuk memperoleh gambaran dengan cepat, tepat dan
komprehensif mengenai kinerja kepala dinas, kepala biro, kepala badan dan
kepala unit kerja lainnya atas pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada
daerah. Penyebabnya adalah belum ada format baku pelaporan serta belum
ada sarana sistem informasi manajemen yang dapat membantu mempercepat
proses monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
tersebut.

«  Laporan kepada pemerintah menjadi terlambat. Akibatnya pemerintah tidak bisa
secara cepat mengambil tindakan untuk pembinaan dan pengawasan ataupun
memberikan bantuan dan bimbingan dalam rangka penanganan permasalahan
yang dihadapi pemerintahan daerah.

«  Kompilasi penilaian laporan memakan waktu yang cukup lama. Begitu banyak
laporan yang masuk dan harus di baca satu persatu, untuk diringkaskan hal-
hal pentingnya, termasuk indikator-indikator kinerjanya. Hal ini disebabkan
karena belum adanya sistem penanganan pelaporan yang terintegrasi dan
terotomatisasi.
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Tidak tersedianya data dan informasi, balk bagi pemerintah, pemerintahan daerah,
pelaku ekonomi atau pebisnis, maupun bagi masyarakat mengenai berbagai
aspek atau dimensi penyelenggaraaan pemerintahan dan pemerintahan daerah,
seperti tidak tersedianya data dan informasi mengenai potensi dan kondisi
daerah dalam rangka investasi dan pembangunan daerah. Kemudian, tidak
tersedianya data dan informasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
yang bersangkutan mengenai urusan tersebut.

Dasar Hukum

Dasarhukumkegiatan pengembangansistem pelaporandanevaluasipenyelenggaraan
pemerintahan daerah antara lain adalah sebagai berikut:

Iv.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan SPM.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Maksud dan Tujuan

Maksud pembangunan sistem informasi Manajemen SPM pemerintahan daerah

adal

ah:

Membantu kepada daerah dalam mengolah dan menyajikan laporan
kinerja pemerintahan daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM dan
menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi
kabupaten kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi propinsi.
Mempermudah Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah c.q. Departemen Dalam
Negeri untuk memperoleh laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM serta melaksanakan evaluasi atas
laporan tersebut.

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan propinsi dan
pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Sedangkan tujuan pembangunan sistem informasi Manajemen SPM pemerintahan
daerah adalah untuk membangun sistem pelaporan penerapan dan pencapaian
SPM yang dapat diintegrasikan kedalam sistem pelaporan untuk pengembangan
kebijakan lebih lanjut sekaligus mendukung Kepala Daerah dalam penyajian laporan
kinerja penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah, serta mendukung

Dep

artemen Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi atas laporan tersebut.



V.

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Ruang Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi pembangunan aplikasi yang mengikuti spesifikasi sebagai
berikut:

1.

VI.

Paket Aplikasi:

Aplikasi harus dapat dioperasikan pada operating system Windows 2000 atau XP

Professional, dan menggunakan teknologi berbasis WEB, (ASP, NET, PHP, Java atau

yang lain).

Aplikasi ini bisa beroperasi pada single user atau personal computer yang telah

ada. Apabila diperlukan, bisa juga dioperasikan pada multi-user atau jaringan

komputer.

Struktur Aplikasi:

Aplikasi ini mempunyai struktur seperti dimaksud pada Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana bisa dijabarkan sebagai

berikut:

a. Umum: menjabarkan hal-hal yang bersifat umum dari suatu daerah,
misalnya kelemhagaan, kondisi keuangan, struktur organisasi dan tata kerja
dan perangkat legislatif.

b. Desentralisasi urusan wajib: menjabarkan tentang urusan-urusan wajib yang
telah dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintahan daerah terutama
urusan wajib yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar

¢. Menggambarkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintahan
daerah.

Aplikasi ini mempunyai kemampuan level security dengan menggunakan

password untuk masing-masing tingkatan pemakai.

Hasil Yang Diharapkan

Sasaran dari kegiatan pengembangan sistem dan evaluasi laporan daerah ini antara
lain adalah:

Tersedianya sistem dan prosedur serta manual pelaporan penerapan dan
pencapaian SPM.

Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen SPM kualitatif.

Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen SPM kuantitatif.

Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen SPM Online Analytical Processing
(OLAP) untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah dan pemerintahan
daerah.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

H. MOH. MA'RUF, SE.

HIMPUNAN PRODUK HUKUM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
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Menimbang

Mengingat

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NO. 100.05 - 76 Tahun 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI PENYUSUNAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim
Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

HIMPUNAN PRODUK HUKUM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
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KEPMENDAGRI NO. 100.05-76 TAHUN 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya
disebut Tim Konsultasi SPM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Konsultasi SPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah:

Memimpin, memberi arahan, dan memutuskan proses konsultasi dalam rangka
penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

b. Penanggung Jawab:

1.

melakukan pembinaan dan pengawasan atas konsultasi penyusunan
Standar Pelayanan Minimal oleh masing-masing Menteri/Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang dikoordinasikan oleh
Menteri Dalam Negeri;

mengkoordinasikan penyelenggaraan sosialisasi Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

mendorong pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

melakukan penyerasian usulan Standar Pelayanan Minimal antar
bidang urusan wajib pemerintahan yang dijaukan oleh masing-masing
Menteri/Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

membina pengkajian usulan Standar Pelayanan Minimal yang diajukan
oleh masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
Departemen berdasarkan kriteria, mekanisme, dan proses yang
ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;

menyampaikan saran perbaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non-Departemen dalam rangka penyelarasan usulan
Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

melaporkan hasil konsultasi pembahasan usulan Standar Pelayanan
Minimal yang diajukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non-Departemen kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya
disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah melalui
Sekretariat DPOD.

c. Koordinator:

1.

HIMPUNAN PRODUK HUKUM

melaksanakan konsultasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang
diajukan oleh masing-masing Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non-Departemen dengan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri;

melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

mendukung upaya pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

memfasilitasi penyerasian usulan Standar Pelayanan Minimal antar
bidang urusan wajib pemerintahan yang diajukan oleh Menteri/
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

mengkaji usulan standar Pelayanan Minimal yang diajukan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berdasarkan
kriteria, mekanisme, dan proses yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

mempersiapkan bahan saran perbaikan kepada Menteri/ Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam rangka penyelarasan
usulan Standar Pelayanan Minimal sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

.

PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI PENYUSUNAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

7. mempersiapkan/menyusun bahan laporan hasil konsultasipembahasan
usulan Standar Pelayanan Minimal kepada Menteri Dalam Negeri selaku
Ketua Tim Konsultasi SPM, yang mencakup saran perbaikan, tanggapan
Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang
bersangkutan atas saran perbaikan, penjelasan mengenai mekanisme
dan proses konsultasi; serta bahan rekomendasi Tim Konsultasi SPM
atas usulan SPM yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non-Departemen.

d. Anggota:
Membantu tugas-tugas tim dalam melaksanakan seluruh kegiatan konsultasi.
e. Sekretaris:

Mempersiapkan, memfasilitasi, mendokumentasi serta melakukan tugas-
tugas kesekretariatan lainnya untuk membantu tugas-tugas tim dalam
melaksanakan seluruh kegiatan konsultasi.
Untuk mendukung pelaksanan tugas Tim Konsultasi SPM, dapat dibentuk Tim
Konsultasi Teknis SPM dan Sekretariat Tim Konsultasi SPM, yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri.
Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri.
Tim Konsultasi SPM dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau lembaga tertentu, yang
memiliki kompetensi yang relevan dengan proses penyusunan SPM dan tugas Tim
Konsultasi SPM, sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2007

MENTERI DALAM NEGERI,
TTD

H. MOH. MA'RUF, SE.

HIMPUNAN PRODUK HUKUM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
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KEPMENDAGRI NO. 100.05-76 TAHUN 2007

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 100.05 - 76 Tahun 2007
TANGGAL : 7 PEBRUARI 2007
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KONSULTASI
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEDUDUKAN
NO |NAMA JABATAN DALAM TIM
I. PENGARAH
1. H. Moh. Ma'ruf, SE. Menteri Dalam Negeri Ketua
2. DR. Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Wakil Ketua
3. H. Paskah Suzzeta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan | Pengarah
Nasional/Kepala BAPPENAS
4. Drs. Taufik Effendi, MBA Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | Pengarah
5. Progo Nurdjaman Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Sekretaris
1l. PENANGGUNG JAWAB
1. DR. Kausar A.S., M.Si. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen | Ketua
Dalam Negeri
2. DR. Mulia P. Nasution, DESS | Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Wakil Ketua
3. Ir. Syahrial Loetan, MCP Sekretaris Menteri Negara Perencanaan | Anggota
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama
BAPPENAS
4. Drs. Edy Topo Ashari, M.Si. | Sekretaris Utama Menteri Negara Pendayagunaan | Anggota
Aparatur Negara
5. DR. Sodjuangon Situmorang, | Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen | Anggota
M.Si. Dalam Negeri
6. DR. Daeng Moh. Nazier Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan | Anggota
Daerah, Departemen Dalam Negeri
7. Prof. Mardiasmo, MBA, AK, |Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, |Anggota
PhD. Departemen Keuangan
8. DR. Rahmat Waluyanto, MBA | Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen | Anggota
Keuangan
9. DR. Achmad Rochjadi, M. | Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan | Anggota
Soc. Sc.
10. | DR.Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, | Deputi ~ Bidang  Pendanaan  Pembangunan, | Anggota
MA BAPPENAS
11. |Ir. Max H. Pohan, CES, MA Deputi Pengembangan Otonomi dan Regional, | Anggota
BAPPENAS
12. |Ir. Cerdas Kaban Deputi Pelayanan Publik Kementerian Negara | Anggota
Pendayagunaan Aparatur Negara.
13. | Drs.S.Bambang Setiadi, M.Si. | Staf  Ahli  Menteri Dalam  Negeri Bidang | Anggota
Pembangunan.
14. | Drs.H. Ahmad Zubaidi, M.Si | Sekretaris Ditjen Otda, Departemen Dalam Negeri. | Anggota
11l. KOORDINATOR
1. Drs. Eko Subowo, MBA Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi| Ketua
Kinerja Daerah, Ditjen Otda, Departemen Dalam
Negeri.
2. Drs. Pramudjo, M.Soc.Sc. Direktur Dana Perimbangan Ditjen. Perimbangan | Anggota
Keuangan Departemen Keuangan
3. Drs. Ardiansyah Direktur ~ Pinjaman, Hibah dan  Kapasitas | Anggota
DaerahDitjen Perimbangan KeuanganDepartemen
Keuangan
4, Drs. Boediarso Teguh Widodo | Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan|Anggota
Belanja Negara, Ditjen Anggaran, Departemen
Keuangan
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5. DR. Maurin Sitorus, SH. Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Ditjen | Anggota
Pengelolaan Hutang, Departemen Keuangan
6. Drs. Parluhutan Hutahaean, | Direktur Anggaran Ditjen Anggaran, Departemen | Anggota
MA. Keuangan
7. DR. Ir.  Yuswandi  A.|Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat | Anggota
Temenggung, M.Sc. Jenderal Departemen Dalam Negeri
8. DR. Ir. Ceppie K. Sumadilaga, | Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, BAPPENAS | Anggota
MA.
9. Delthy Sugriady, SH. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multirateral, | Anggota
BAPPENAS
10. |[Ir. Dedy Koespramoedyo, | Direktur ~Pengembangan Otonomi  Daerah, | Anggota
M.Sc. BAPPENAS
11. | DR.Ir. Himawan Hariyoga Direktur Perekonomian Daerah, BAPPENAS Anggota
12. | Dra.Rahayu Saraswati, MA Asisten Deputi Urusan Evaluasi Kinerja Pelayanan | Anggota
Publik ~Kementerian Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara
13. | Drs. Saut Situmorang, M.Sc | Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam | Anggota
Negeri
14. | Dra. Sunarni, M.Si Direktur Administrasi Anggaran Daerah Anggota
Ditjen BAKD, Departemen Dalam Negeri
15. | DR. | Made Suwandi, M. Soc. | Direktur Urusan Pemerintahan Daerah, Ditjen Otda, | Anggota
Sc. Departemen Dalam Negeri
16. | Wahju Moch. Nadjib, SH. Direktur Fasilitasi DPOD dan Hubungan Antar | Anggota
Lembaga, Ditjen Otda Departemen Dalam Negeri
17. |DR. Drs. Afriadi Sjahbana | Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah, Ditjen | Anggota
Hasibuan, MPA, MCom (Ec) Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri
18. | Aswin Nasution, SH, MH Direktur Dana Perimbangan, Ditjen BAKD, | Anggota
Departemen Dalam Negeri
19. |Hasudungan Hutauruk, SE., |Kasubdit Standar Pelayanan Minimal Direktorat | Anggota
M.Si Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja
Daerah, Ditjen Otda, Departemen Dalam Negeri
MENTERI DALAM NEGERI,
TTD
H. MOH. MA'RUF, SE.
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 79 TAHUN 2007

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan
Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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11.

12.

13.
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Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemer-
intah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak
dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan
hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta
ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang
berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan
pemerintahan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam
pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau
manfaat pelayanan dasar.

Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber
daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan
daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam
dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk
digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan
pelayanan dasar.

Analisis Kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan
informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa.
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BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup rencana pencapaian SPM, meliputi:

a.

b.

batas waktu Pencapaian SPM secara Nasional dan Jangka Waktu Pencapaian SPM
di Daerah;

pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran;

mekanisme pembelanjaan penerapan SPM; dan

sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan
Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat.

BABIII
RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM

secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM

mempertimbangkan:

a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar;

b. target pelayanan dasar yang akan dicapai; dan

c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan
komitmen nasional.

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM

dengan memperhatikan analisis kkmampuan dan potensi daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | Peraturan Menteri ini.

Rencana pencapaian dan penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara bertahap

berdasarkan pada analisis kkmampuan dan potensi daerah.

Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Daerah

digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah

yang berbasis pada pelayanan dasar dengan berpedoman pada ketentuan dalam

Lampiran Il Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan

SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database

profil pelayanan dasar.

Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat

(2) huruf ¢ meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana,

keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.

Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di-

gunakan untuk menganalisis:

a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di Dae-
rah;
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b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu
pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar be-
lanja kegiatan berkatian SPM, dan satuan harga kegiatan; dan

d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan
dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.

Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d), perlu mempertimbang-

kan:

a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan pemerintah
daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada
kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;

b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua unitkerja/
SKPD dalam target pencapaian dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan

c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau
masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.

Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2), digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan terkait
rencana pencapaian dan penerapan SPM.

Mekanisme penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Lampiran Ill Peraturan Menteri ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM DAERAH

Pasal 6

Batas Waktu Pencapaian SPM menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu
rencana pencapaian dalam penerapan SPM di Daerah.

Daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat
dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPND sesuai dengan
kemampuan dan potensi yang dimiliki Daerah.

Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan
menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.

Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
Penyusunan target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berpedoman pada Lampiran Il Peraturan Menteri ini.
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BABV
PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM
DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 7
1. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam
RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM.
2. Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi salah
satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond
Anggaran (PPA).

Pasal 8

1. RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM menjadi pedoman penyusunan
Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPA.

2. Program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah mempertimbangkan rencana pencapaian SPM bagi urusan
wajib pemerintahan yang berbasis pada pelayanan dasar.

3. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM kedalam RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisah dari
RPJMD.

4. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM kedalam RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD
disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum
Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun
anggaran dalam RKPD.

Pasal 10

1. Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi
kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah.

2. Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu elemen
dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah.

3. Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan
penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan
daerah.

4. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
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BAB VI
MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM

Pasal 11

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah
dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.

Pasal 12

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran
tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian
dan penerapan SPM.

Pasal 13

1. Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian
SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar
belanja, dan satuan harga.

2. RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan
jelas progam dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.

BAB VIl
PERENCANAAN DAN PEMBELANJAAN PENCAPAIAN SPM LINTAS DAERAH

Pasal 14

1. Pengelolaan pelayanan dasar dan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang
bersifat lintas daerah perlu disepakati bersama antar daerah dan dijadikan seb-
agai dasar dalam perencanaan dan penganggaran kebutuhan masing-masing
daerah.

2. Pengelolaan pelayanan dasar dan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang
bersifat lintas urusan perlu disepakati bersama antar SKPD terkait.

3. Dalam rangka mencapai kesepakatan terkait pengelolaan dan perencanaan pen-
capaian dan penerapan SPM lintas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diatur dengan kerjasama antar daerah sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan.

4. Pengelolaan pelayanan dasar secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

1. Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM
yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada APBN.
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Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM
yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD.

BAB IX
PENYAMPAIAN INFORMASI PENCAPAIAN SPM KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16

Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari
LPPD, LKPJ, dan ILPPD.

Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM
pemerintah daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pembinaan dan pengawasan dan penerapan SPM pemerintahan daerah
kabupaten/ kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di
daerah.

Pasal 18

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan
dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan
daerah.
Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, Menteri/
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun petunjuk teknis
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
Departemen.
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen setelah berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri, mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian
SPM pemerintah daerah kabupaten/kota.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyampaian rencana
program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan
pencapaian SPM pemerintah daerah.

Pasal 19

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam melakukan
pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dibantu oleh Inspektorat
Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Non-
Departemen.
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Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam pengawasan teknis
atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dibantu oleh Inspektorat Provinsi
berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Daerah kabupaten/kota.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM
pemerintah daerah, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Tim
Konsultasi Penyusunan SPM.

Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepada DPOD melalui Sekretariat DPOD.

Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipergunakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai bahan
laporan penerapan SPM kepada Presiden.

Pasal 21

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan monitor-
ing, evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah
daerah, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi
Penyusunan SPM.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling sedikit sekali setahun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
Departemen terkait.

Pasal 22

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dipergunakan pemerintah sebagai:

a.

b.

bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam
pencapaian SPM; dan

bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM,
termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi
sangat baik.

Pasal 23

Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan
teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana
kerja Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
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BAB XIlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Penerapan Rencana Pencapaian SPM di daerah dilakukan paling lambat satu tahun
setelah penetapan SPM oleh Pemerintah.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember
2007
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO
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LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 79 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 Desember 2007

RENCANA PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PADA ANALISIS KEMAMPUAN
DAN POTENSI DAERAH

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran
baik pada pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan
pembangunan daerah, baik untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta rencana tahunan
(RKPD). Seiring dengan paradigma otonomi daerah telah banyak mengalami peruba-
han yang mendasar, yang perlu diimplementasikan oleh daerah. Khususnya dokumen
perencanaan pembangunan seperti RPJMD yang lebih menitik beratkan pada visi,
misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu masa 5 (lima)
tahun, yang akan dijabarkan setiap tahunnya menjadi rencana kerja tahunan yang
akan dialokasikan dalam RKPD. Seiring dengan perubahan dimaksud, sebagai derivasi
(turunan) dari pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Pe-
nyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Permendagri Nomor
6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan SPM dan Penerapannya, serta sambil
menunggu waktu diterbitkannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pem-
bagian Urusan yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai
revisi Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan
antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang mengacu dari Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam integrasi perencanaan dan penganggaran pada pengelolaan keuangan
daerah, khususnya dalam APBD, bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah
berdasarkan atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Namun
dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, belum terlihat jelas pembagian urusan
yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, kecuali hanya beberapa urusan yang bersifat lintas kabupaten/
kota yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan yang lain masih
belum ada kejelasan. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005
dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Pemerintah wajib menyusun
SPM dan penerapannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. SPM tersebut disusun
oleh Pemerintah berdasarkan Urusan Wajib yang merupakan pelayanan dasar, yang
merupakan bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Rancangan Permendagri
selanjutnya yang telah dipersiapkan penyusunannya adalah Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Analisis Kemampuan
dan Potensi Daerah.
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KEMAMPUAN DAN POTENSI DAERAH

Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus
maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi
yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM tertentu. Misalkan: data
teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM
dimaksud. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik dan
informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM tertentu namun
keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan: kondisi
geografis, kondisi demografis, pendapatan, sarana prasarana umum dan sosial, dsb.

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan
sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum
dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian
SPM. Sementara, kemampuan daerah didefinisikan sebagai kemampuan keuangan
daerah, dan seluruh komponen di dalamnya seperti PAD dan dana perimbangan, yang
dapat digunakan dalam membiayai pencapaian SPM.

METODE ANALISIS

Dalam menyusun rencana pencapaian SPM, Pemerintah Daerah wajib menetapkan
skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah. Beberapa
metode yang kita kenal dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas salah
satunya adalah metode analisis SWOT.

Sebagai alat analisis yang sangat relevan digunakan, dan sangat mudah dilaksanakan,
SWOT mengenal 2 (dua) faktor independent yang selanjutnya disebut sebagai faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor-faktorinilah yang akan mempengaruhipencapaian
SPM dan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana pencapaiannya.

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang
berada/dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai Kekuatan (Strength} dan Kelemahan
(Weaknesses}. Kekuatan (Strength} dapat berupa ketersediaan anggaran, personil,
teknologi, dsb yang memadai atau mungkin berlebih. Kelemahan (Weaknesses} dapat
berupa ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dsb yang tidak memadai atau
mungkin sangat kurang.

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM
yang keberadaannya dari luar pemerintahan daerah tersebut sebagai Peluang
(Opportunities} dan Ancaman (Threats}. Peluang (Opportunities} adalah manfaat yang
mungkin diterima oleh pemerintah daerah berupa komitmen nasional, perjanjian
dan konvensi internasional dsb yang secara khusus menekankan pada upaya-
upaya peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, dsb. Ancaman (Threats}
adalah kondisi di luar pemerintah daerah yang keberadaannya dapat mengancam
keberhasilan penerapan SPM seperti kurangnya pengetahuan tentang pola hidup
sehat, budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan perilaku masyarakat, dsb.
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Analisis dilakukan dengan cara memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman
dan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Hasil Analisis SWOT tersebut,
akan menggambarkan seberapa besar faktor internal yang merupakan kekuatan suatu
daerah dapat mendorong upaya pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor internal
yang merupakan kelemahan suatu daerah yang dapat menghambat pencapaian
SPM. Sebaliknya hasil analisis akan menggambarkan seberapa besar faktor eksternal
yang merupakan peluang dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya pencapaian
SPM, dan seberapa besar faktor eksternal yang merupakan ancaman dari luar dapat
menghambat upaya pencapaian SPM.

PENENTUAN SKALA PRIORITAS DALAM PENYUSUNAN RENCANA
PENCAPAIAN SPM

Rencana pencapaian SPM yang merupakan strategi dalam menerapkan SPM, yang
bukan sebuah dokumen perencanaan tersendiri namun menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD.
Berkenaan dengan hal dimaksud analisis SWOT digunakan untuk menentukan skala
prioritasdarisuatu program dankegiatan.Padasetiap jenis pelayanan bisa saja terdapat
2 atau 3 progam yang menjadi skala prioritas dalam satu tahun anggaran dan setiap
program dapat dianalisis menjadi beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam
tahun yang sama, sehingga pencapaian target dalam satu tahun anggran dalam satu
program dapat tercapai dari kumulatif pencapaian target beberapa kegiatan dalam
program tersebut.

Untuk dapat melakukan analisis sebagaimana dimaksud di atas pemerintah daerah
terlebih dahulu menyusun tabel identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal,
merujuk pada tabel 1. Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal
inilah pemerintah daerah dapat mengetahui kemampuan dan potensi daerah yang
dimilikinya.

Penentuan skala prioritas terhadap program dan kegiatan yang telah disusun
dilakukan dengan cara memberikan nilai (bobot) terhadap masing-masing program
dan kegiatan berupa hasil analisis SWOT. Pemberian ranking berdasarkan nilai yang
dimiliki sebuah program menentukan prioritas pelaksanaan program tersebut.
Semakin tinggi bobot maka semakin tinggi pula prioritas program/kegiatan tersebut
untuk dilaksanakan. Mekanisme pembobotan merujuk pada tabel 2.

Meskipun analisis SWOT merupakan alat analisis utama dalam menentukan skala pri-
oritas, pemerintah daerah dapat mengunakan alat analisis lain sepanjang hal tersebut
menunjang analisis yang dilakukan atau mungkin mempertajam hasil yang didapat-
kan.
MENTERI DALAM NEGERI
ttd

H. MARDIYANTO
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 62 TAHUN 2008

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR

PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DI KABUPATEN/KOTA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

1.

74

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya
disebut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolok ukur kinerja
pelayananPemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/
Kota.

Pelayanan dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan
dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf
kesejahteraan rakyat.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau
sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan
fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/
atau SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara efektif dan efisien dengan
menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BABII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pasal 2

Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri
berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
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SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan target standar pelayanan, Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi
jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.
Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Panduan
Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib
diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi
daerah.

Pasal 4

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 berlaku juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 5

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan
merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing
Daerah Kabupaten/Kota.

BABIIII
PELAKSANAAN

Pasal 6

BupatilWalikota bertangggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan
Pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang
dilaksanakan perangkat daerah kabupaten/kota dan masyarakat.
PenyelenggaraanpelayananPemerintahanberdasarkan SPMBidangPemerintahan
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh satuan
kerja perangkat daerah yang membidangi pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri
di kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi
dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 7
Menteri Dalam Negeri memfasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah daerah

melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan,
baik di tingkat Pemerintah maupun Kabupaten/Kota.
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Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Pemberian orientsi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan
dan pelatihan;

b. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, termasuk kesenjangan pembiayaan;

¢.  Penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam

Negeri;

d. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
dan

e. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan
kemampuan kelembagaan, personal, keuangan negara, dan keuangan daerah.

BABV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Bupati/Walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan
pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Menteri Dalam
Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Menteri
Dalam Negeri dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipergunakan sebagai bahan
pembinaan dan pengawasan dalam:

a.
b.
C.

d.

Penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;

Pengembangan kapasitas Pemerintah daerah;

Pemberian penghargaan bagi Pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik;
dan

Pemberian sanksi bagi Pemerintah daerah yang tidak berhasil menerapkan SPM

Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan kondisi khusus daerah dan batas
waktu yang ditetapkan.

HIMPUNAN PRODUK HUKUM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DI KABUPATEN/KOTA

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan
dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah
di daerah.

Pasal 12

Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan
pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan
teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan oleh Inspektorat
Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat kabupaten/Kota.

Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan
Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat
Daerah berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

BAB VIl
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan,
monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem
dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk
mendukung penyelenggaraan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang
merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah, dibebankan kepada APBN
Departemen Dalam Negeri.

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target,
pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan
sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang
merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada
APBD.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kebijakan daerah yang berkaitan
dengan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri disesuaikan paling lambat 1 (satu)

tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember
2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

H.MARDIYANTO
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LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 62 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 Desember 2008
TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL
SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

I. Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Batas Wa!(tu Satuan Kerja/Lembaga
No. Dasar Indikat Nilai Pencapaian Penanggungjawab
ndikator ilai (Tahun)
1 2 3 4 5 6
Pelayanan 1. Cakupan penerbitan
I Dokumen Kartu Tanda 100% 2011 Dinas Kependudukan
Kependudukan Penduduk (KTP)
2. cakupan pgnerbltan 100% 2011 Dinas Kependudukan
akta kelahiran
Pemeliharaan 3. Cakupan petugas
Ketentraman Perlindungan o . .
Il dan Ketertiban Masyarakat (Linmas) 50% 2015 Dinas Trantib
Masyarakat di Kabupaten/ Kota
4.Tingkat penyelesaian
pelanggaran
K3 (ketertiban, 70% 2010 Dinas Trantib
ketentraman,
keindahan) di
Kabupaten/ Kota
Penanggulangan | 5. cakupan pelayanan .
M. Bencana bencana kebakaran 25% 2015 Eg;)zskz:ladam
Kebakaran kabupaten/kota
6. Tingkat waktu
tanggap (response
time rate) daerah 75% 2015 Dinas Pemadam
layanan Kebakaran
Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)

Il. Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan
Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota

A.Pelayanan Dokumen dan Akta Penduduk
1. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)

a. Pengertian
KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan
oleh Instansi Pelaksanan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah nomor identitas penduduk yang
bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai penduduk Indonesia.

b. Definisi Operasional
Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh
KTP sesuai dengan Standard Pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan KTP.
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c. Cara perhitungan indikator
1) Rumus
Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan NIK =
Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan x 100%
Jumlah Penduduk Wajib KTP
2) Pembilang: Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan
3) Penyebut : Jumlah Penduduk Wajib KTP (penduduk berusia 17 tahun ke
atas dan atau telah menikah)
4) Satuan Indikator
Persentase (%)
5) Contoh Perhitungan
Contoh:
Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah penduduk
wajib KTP sebesar 10.000 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki
KTP sebanyak 3000 jiwa, namun yang ber-NIK sebanyak 2000 jiwa. Maka
persentase penduduk yang memiliki KTP di wilayah tersebut pada tahun
berjalan adalah:
2.000 jiwa x 100 % =20 %
10.000 jiwa
Artinya: Baru 20% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut yang memiliki
dokumen kependudukan KTP ber-NIK.
d. Sumber Data
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2) Kecamatan, Kelurahan atau Desa
e. Rujukan
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan
2. PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006
3. Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Kependudukan
4, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk
dengan pencatatan sipil
5. Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan
Tertib Administrasi Kependudukan
6. Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi,
Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil
f. Target
100 % cakupan pada tahun 2011 (amanat UU No.23 Tahun 2006)
g. Langkah Kegiatan
1) Penerbitan NIK
2) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan seperti:
- Perubahan Alamat
- Pendaftaran Perpindahan Penduduk
- Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- Pendaftaran Penduduk antar Administrasi Kependudukan
h. SDM
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1) Petugas pelayanan KTP .
2) Petugas pengolahan data penduduk.
3) Petugas Monitoring dan Evaluasi .
4) Petugas Registrasi

i. Penanggung jawab kegiatan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2. Cakupan penerbitan akta kelahiran sebagai salah satu dokumen hasil

pencatatan sipil

a. Pengertian
Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang
meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Setiap
kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi
pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari
sejak kelahiran.

b. Definisi Operasional
Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang
memporeleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai
dengan standard pelayanan 7 hari harus selesai diterbitkan.

c. Cara perhitungan indikator
1) Rumus

Cakupan penerbitan akta kelahiran =

Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di
tahun bersangkutan x 100%

Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan

2) Pembilang:
Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun
bersangkutan

3) Penyebut:
Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan

4) Satuan Indikator
Persentase (%)

5) Contoh perhitungan
Misalkan pada tahun 2007 jumlah kelahiran di suatu Kabupaten sebesar
20.000 kelahiran (hidup). Pada tahun yang sama, pemerintah kabupaten
menerbitkan 12.000 akta kelahiran. Namun hanya sekitar 8000 akta
kelahiran yang diperuntukkan bagi bayi yang lahir di tahun 2007.
Sedangkan sisanya merupakan akta kelahiran untuk mereka yang lahir
sebelum 2007. Maka perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran:

8.000 jiwa x 100% =40 %
20.000 jiwa
Artinya: hanya 40% penduduk lahir di tahun bersangkutan yang
menerima pelayanan akta kelahiran.
d. Sumber Data
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2) Kecamatan, Kelurahan atau Desa
e. Rujukan

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

2) PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.

3) Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
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Kependudukan.

4) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk
dengan pencatatan sipil.

5) Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan
Tertib Administrasi Kependudukan.

6) Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi,
Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

f. Target
100% cakupan pada tahun 2011 (Amanat UU No.23 Tahun 2006). Seluruh
penduduk yang lahir di tahun bersangkutan memperoleh akta kelahiran.
g. Langkah Kegiatan

1) Penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran

2) Registrasi setiap kelahiran

3) Penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun
bersangkutan

h. SDM

1) Petugas pelayanan akta kelahiran

2) Petugas pengolahan data penduduk

3) Petugas monitoring dan evaluasi. Petugas registrasi

i. Penanggung jawab kegiatan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

B. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
a. Pengertian
PetugasPerlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki
tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.
(Landasan hukum keberadaan Linmas: Surat Keputusan Wakil Menteri |
urusan Pertahanan Keamanan Nomor MI/72/1962 yang dikeluarkan pada
29 April 1962)
b. Definisi Operasional
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya
mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga
tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif
c. Cara Perhitungan Rumus
1) Rumus
Rasio jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap
Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru terhadap wilayah kerja = 100
orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru : 1
Wilayah Kerja Kabupaten/Kota
Wilayah Kerja Kabupaten/Kota* atau Daerah Pemekaran Baru = lokasi.
Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Lin mas) di setiap Kabupaten/
Kota atau Daerah Pemekaran Baru disesuaikan dengan situasi, kondisi
dan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota
2) Pembilang : 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah
Pemekaran Baru.
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3) Penyebut: 1 Wilayah Kerja Kabupaten/Kota.
4) Ukuran Konstanta
Prosentase (%) .
5) Contoh Perhitungan
Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru
memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 50. Sedangkan
jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Lin mas) di setiap Kabupaten/
Kota atau Daerah Pemekaran Baru adalah 100 Orang, maka jumlah
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) minimal adalah: = 100
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas): 50 TPS (Wilayah Kerja)= 2
Orang
d. Sumber Data
1) Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten/Kota
2) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
3) Koramil dan Kapolsek
4) Kepala Satuan Linmas di Desa/Kelurahan
e. Rujukan
Kepmendagri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan
Satuan Pertahanan Sipil/Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu
Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004
f. Target
50 % pada Tahun 2015
g. Langkah Kegiatan
1) Persiapan sarana pendukung pelaksanaan tugas.
2) Pelatihan bagi aparat Linmas.
3) Respon pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan
ketertiban di lingkungan sekitar.
4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5) Memantau/melaporkan penanggulangan bencana.
6) Pendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Lokasi TPS.
7) Monitoring dan Evaluasi
h. SDM
1) Petugas Satuan Linmas yang terlatih.
2) Sebagian Satuan Linmas yang sudah direkomendasikan sebagai Petugas
Linmas
i. Penanggung Jawab Kegiatan
Badan Kesbangpol Linmas (SKPD yang membidangi Linmas)

4, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan)di Kabupaten/Kota

a. Pengertian
Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah
aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban,
kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan
ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat ,urbanisasi dan pertumbuhan
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kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap
ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau,
daerah resapan dll.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan
ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini
akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara
baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman
serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan.

Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan
dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola
secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di
Kabupaten/Kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada.
Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan
di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur
daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda
tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan.

. Definisi Operasional

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di
Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan
masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang
telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat
untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

. Cara Perhitungan

1) Rumus
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
di Kabupaten/Kota =

Pelanggaran K3 yang terselesaikan x 100

Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindetifikasi oleh

Satpol PP

2) Pembilang:
Pelanggaran K3 yang terselesaikan di tahun bersangkutan.

3) Penyebut:
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi
oleh Satpol PP di tahun bersangkutan.

4) Satuan Indikator
Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan
Misalkan di tahun 2007 Pemerintah Kabupaten/Kota menerima laporan
sebanyak 150 kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang terkait dengan
ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3). Selain itu, Satpol PP juga
mengidentifikasikan terdapat 75 kasus pelanggaran K3. Di antara 75
kasus temuan Satpol PP ialah adanya pelanggaran K3 dalam bentuk
penggunaan trotoar jalan atau pedestrian oleh 35 orang pedagang
kaki lima di Kelurahan A. Maka pelanggaran tersebut (dalam satu lokasi
yang sama dengan jenis pelanggaran sama) dihitung sebagai 1 kasus.
Meskipun teridentifikasi sebanyak 225 kasus pelanggaran K3, namun
ternyata Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mampu menyelesaikan
pelanggaran K3 sebanyak 90 kasus saja. Suatu kasus pelanggaran
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dapat dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak melakukan
tindakan yang sama lagi setelah penertiban. Dengan contoh di atas,
maka perhitungan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ialah:

90 pelanggaran terselesaikan x 100% = 40%
225 pelanggaran yang dilaporkan

d. Sumber Data
1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2) Dinas atau SKPD yang membidangi Polisi Pamong Praja.
3) Kantor Camat, Kelurahan
e. Rujukan
1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi
Pamong Praja.
2) Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
f. Target
80 % pada tahun 2015
g. Langkah Kegiatan

1) Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di
jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.

2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Pol PP

3) Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat
terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan.

4) Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP.

5) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan
dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di
Kawasan Perkotaan.

6) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan
dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah dinas
terkait di Kawasan Kabupaten/Pedesaan.

7) Monitoring dan evaluasi

C. Penanganan dan Penanggulangan Bencana
5. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
a. Pengertian
Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut
Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen
Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah
Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah
tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran
suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai
suatu public service dalam suatu WMK.

b. Definisi Operasional
Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencanayang disebabkan karena
kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas
wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran.
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Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai
berikut:

+  WMKdibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan
kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan
secara alamiah maupun buatan.

« WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan
kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.

- WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos
pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000, daerah layanan WMK
ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima
belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini, Kepmeneg menetapkan bahwa
daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. D luar
daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected
area). Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh
mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan
berjarak 3,5 km dari sektor.

. Cara Perhitungan

1) Rumus
Cakupan pelayanan bencana kebakaran:

Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran x 100%
Luas Wilayah Kabupaten/Kota

2) Pembilang: Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran
3) Penyebut: Luas Wilayah Kabupaten/Kota
4) Satuan Indikator

Persentase (%)
5) Contoh Perhitungan
Misalkan suatu kabupaten memiliki luas wilayah 1000 km2. Mengingat
adanya keterbatasan anggaran pemda dan lebih dari 50% penduduk
tinggal di ibukota kabupaten, maka pemerintah kabupaten memutuskan
hanya menyediakan 1 WMK, dimana jangkauan pelayanannya hanya pada
radius 7,5 km. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran
dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km?2.

Dengan contoh di atas, maka perhitungan cakupan pelayanan bencana
kebakaran ialah:

176,26 km? x 100% = 17,66%

1000 km?

. Sumber Data

1) Dinas atau satuan kerja yang terkait dengan Pemadam Kebakaran.
2) BPS

. Rujukan

1) Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran

2) Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat
3) Standard Pelayanan Kebakaran

4) Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000

Target

25% tahun 2015

. Kegiatan

1) Inventarisasi potensi bahaya kebakaran
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2) Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran
3) Identifikasi kemampuan jangkauan pemerintah daerah dalam melindungi
wilayahnya dari bencana kebakaran
4) Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan
kebakaran
) Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran.
) Monitoring dan evaluasi
DM
1) Satgas Pemadam Kebakaran .
2) Ahliyang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran .
3) Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (a.l.
SATLAKAR/BALAKAR)
i. Penanggung Jawab Kegiatan
Dinas atau Satuan Kerja Pemadam Kebakaran

5
6
h.

wn

6. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK)

a. Pengertian
Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menuru
Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen
Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah
Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah
tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran
suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai
suatu public service dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan
dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di
tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara
cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

b. Definisi Operasional
Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah manajemen
kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani
dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian
kebakaran di WMK.

c. Cara Perhitungan Rumus
1) Rumus

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit x 100%
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

2) Pembilang: Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam
waktu maksimal 15 menit
3) Penyebut: Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK, termasuk
Wilayah Pos Pembantu Kebakaran
4) Satuan Indikator
Persentase (%)
5) Contoh Perhitungan
Misalkan suatu kabupaten hanya memiliki 1 WMK yang berada di ibukota
Kabupaten/Pusat Kota. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk
lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar
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176.26 km2. Pada radius 7,5 km Oangkauan pelayanan WMK), di tahun
2007 terjadi kebakaran sebanyak 700 kali. Sedangkan di luar wilayah
WMK jumlah kebakaran sebanyak 1000 kali. Di dalam jangkauan WMK,
dari 700 kasus kebakaran yang terjadi ternyata hanya 175 kasus yang
dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit. Sedangkan 525 kasus
lainnya di WMK tertangani dalam waktu lebih dari 15 menit. Dengan
contoh di atas, maka perhitungan tingkat waktu tanggap daerah layanan
WMK ialah:
175x100 % =25%
700
d. Sumber Data
1) Dinas Pemadam Kebakaran.
2) BPS
e. Rujukan
1) Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran
2) Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat
3) Standard Pelayanan Kebakaran
4) Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000
f. Target
75 % pada tahun 2015
g. Kegiatan
1) Inventarisasi potensi bahaya kebakaran
2) Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran
3) Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan
kebakaran
4) Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran untuk
peningkatan kinerja
5) Perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan
6) Monitoring dan evaluasi
h. SDM
1) Satgas Pemadam Kebakaran.
2) Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran.
3) Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (a.l.
SATLAKAR/BALAKAR)
i. Penanggung Jawab
Dinas atau Satuan Kerja Pemadam Kebakaran.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19-12-2008

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

H. MARDIYANTO
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NO. 741/MENKES/PER/V11/2008

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota;

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak sesuai
lagi;

Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu
menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan
Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

Mengingat: Hasil Rekomendasi Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

tanggal 11 Juni 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR

PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/
KOTA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan
adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah
Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar kepada masyarakatadalah fungsi Pemerintah dalam memberikan
dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf
kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Kesehatan.
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Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau
sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan
fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/
atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-
prinsip tata pemerintahan yang baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BABII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan.
SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan
kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target
Tahun 2010 - Tahun 2015:
a. Pelayanan Kesehatan Dasar :
1) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015;
2)  Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada Tahun 2015;
3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015;
4)  Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015;
5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% pada Tahun
2010;
6) Cakupan kunjungan bayi 90%, pada Tahun 2010;
7) 7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%
pada Tahun 2010;
8) 8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010;
9) 9.Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24
bulan keluarga miskin 100 % pada Tahun 2010;
10) 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada Tahun
2010;
11) 11.Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada
Tahun 2010;
12) 12.Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010;
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13) 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100%
pada Tahun 2010;

14) 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada
Tahun 2015.

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan

1) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%
pada Tahun 2015;

2) 2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 % pada Tahun 2015.

c.  Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam 100% pada Tahun 2015.

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga
Aktif 80% pada Tahun 2015.

Pasal 3

Diluar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kabupaten/Kota
tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik,
dan potensi daerah.

Pasal 4

SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberlakukan juga
bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IlI
PENGORGANISASIAN

Pasal 5

1. Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota dan masyarakat;

2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota;

3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh
tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

1. SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program
pencapaian target masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

2. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yang
ditetapkan.
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BABV
PELAPORAN

Pasal 7

1. Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan
pencapaian SPM Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.

2. Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan
SPM Kesehatan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

1. Menteri Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM
Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu
pelayanan dasar kepada masyarakat.

2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundangundangan.

3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai:

a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam
pencapaian SPM Kesehatan;

b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM
Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang
berprestasi sangat baik; dan

¢. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mencapai SPM Kesehatan dengan baik
dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi
khusus Daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 10
1. Menteri Kesehatan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan

kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan, baik di tingkat
pemerintah maupun Kabupaten/Kota.
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Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan

pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:

a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM
Kesehatan, termasuk kesenjangan pembiayaan;

b. Penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target
tahunan pencapaian SPM Kesehatan;

c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan; dan

d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan.

Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis,

pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan

keuangan negara serta keuangan daerah.

BAB VIl
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan,
pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan,
pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta
pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Kesehatan
yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, dibebankan kepada
APBN Departemen Kesehatan.

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/

target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan,
pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan
kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah
dibebankan kepada APBD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Menteri Kesehatan melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan
pencapaian SPM Kesehatan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
menyusun Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Kesehatan.

Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, dapat
mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

Pasal 13
Menteri Kesehatan dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan

pencapaian SPM Kesehatan, dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen
Kesehatan.
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2.  Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan
teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan, dibantu oleh Inspektorat
Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

3. Bupati/ Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan sesuai SPM Kesehatan di daerah masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

1. Pada saat peraturan ini mulai berlaku semua peraturan yang berkaitan dengan
SPM Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

2. Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2008
MENTERI KESEHATAN RI,

ttd

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)
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MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NO. 129 /HUK/ 2008

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH
PROVINSI
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan
secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
Menteri Sosial menyusun SPM dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berkaitan
dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang
sosial;

bahwa dalam rangka desentralisasi, daerah diberikan tugas, wewenang,
kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan pemerintahan tertentu;
bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Provinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial Rl tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/
Kota;

Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3039);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rl Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R Nomor 4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Rl Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4584);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4594)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4741);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana
Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Presiden Rl Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keppres RI Nomor 171/M/2005;

Peraturan Presiden Rl Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
2008;

Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang, Unit Organisasi dan Tugas
Eselon | Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;

Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Sosial RI;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Menetapkan: PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang
Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial
yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah
perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik,
psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah
sebagai urusan penyelenggara pemerintahan daerah.

Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan
dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya
diwajibkan oleh peraturan perundangundangan kepada Daerah.

Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan
mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan
untukmenggambarkan besaran sasaranyang hendak dipenuhidalam pencapaian
suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.

Pasal 2

Tujuan SPM Bidang Sosial adalah:

a.

Menjamin akses PMKS untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial dari
pemerintah daerah sesuai dengan SPM bidang social yang ditetapkan oleh
Menteri Sosial.

Acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target
SPM.

HIMPUNAN PRODUK HUKUM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

103



104

PERMENSOS NO. 129/HUK/2008

BAB Il
SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Daerah Provinsi

Pasal 3

Pemerintahan Daerah Provinsi menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial
sesuai dengan SPM Bidang Sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator
kinerja, dan target.

Jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan ini.

Pasal 4

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan dalam rangka

penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Provinsi;

b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Provinsi;

¢. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala provinsi;
dan

d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat
fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari
masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.

Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala provinsi; dan

b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam
panti sosial skala Provinsi.

Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi; dan

b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi.

Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi; dan

b. Evakuasi korban bencana skala provinsi.

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan

mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat

rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi

penyelenggaraan jaminan sosial bagi:

a. penyandang cacat fisik dan mental; dan

b. lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakatrentan dan
tidak mampu skala provinsi.
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Pasal 5

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial yang ditetapkan untuk
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan target minimal yang harus
dicapai secara bertahap sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial ini sampai
dengan Tahun 2015.

Bagian Kedua
Kabupaten/Kota

Pasal 6

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang
sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator
kinerja, dan target.

2. Jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan ini.

Pasal 7

1. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan pelayanan dalam rangka
penanggulangan masalah sosial di wilayahnya terdiri atas :

a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten/Kota;

b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten/Kota;

c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala
Kabupaten/Kota; dan

d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat
fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari
masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:

a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kabupaten/Kota; dan
b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota.

3. Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:
a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kab/kota; dan
b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kab/kota.

4. Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:

a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota; dan
b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota.

5. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan
mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat
rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
penyelenggaraan jaminan sosial bagi:

a. Penyandang cacat fisik dan mental; dan
b. Lanjut usia tidak potensial skala kabupaten/kota.
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Pasal 8

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial yang ditetapkan untuk
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan target minimal
yang harus dicapai secara bertahap sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial ini
sampai dengan Tahun 2015.

BAB IlI
PENGORGANISASIAN

Pasal 9

1. Gubernur bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar
bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

2. Bupati/Walikota bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan
dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

3. Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) secara operasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung
jawab di bidang sosial baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

4. Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan
kompetensi dibidangnya.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 10

1. SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan
acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh
Pemerintahan Daerah Provinsi.

2. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ayat (2) merupakan acuan dalam
perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.

3. Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasakan Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Menteri Sosial ini.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

1. Menteri Sosial melakukan pembinaan teknis dalam penerapan SPM bidang sosial
terhadap Pemerintah Provinsi.

2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah, melakukan pembinaan penerapan
SPM Bidang Sosial terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
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3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi,
pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan, dan
pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM,
termasuk kesenjangan pembiayaannya;

b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan
pencapaian SPM;

¢. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan

d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 12

1. Menteri Sosial melakukan pengawasan teknis pelaksanaan pelayanan bidang
sosial oleh Pemerintah Daerah sesuai SPM Bidang Sosial, dalam rangka menjamin
akses dan mutu pelayanan dasar bidang sosial kepada masyarakat.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. Menteri Sosial terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah terhadap Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

1. Menteri Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM
bidang sosial oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu
pelayanan dasar bidang sosial kepada PMKS.

2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

a. Menteri Sosial untuk Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14
Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang sosial untuk pencapaian target

sesuai dengan SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8,
seluruhnya dibebankan pada APBD daerah masing-masing.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan secara tersendiri.

Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan
dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/12/2000 tentang Pedoman
SPM Bidang Kesejahteraan Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2008

MENTERI SOSIAL RI,
ttd

DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE
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BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN | PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 129 /HUK/2008

TANGGAL : 6 NOPEMBER 2008
TENTANG : INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

A.INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH

PROVINSI.
Standar Pelayanan Minimal Satuan
Sub Kegiatan .
Pencapaian Penanggung
Jawab

1 Pelaksanaan program/ Persentase (%) PMKS 80 % 2008-2015 Dinas/
kegiatan skala provinsi Instansi
bidang sosial yang memperoleh sosial
a. pemberian bantuan bantuan sosial.
sosial Untuk pemenuhan
bagi Penyandang kebutuhan dasar.

Masalah

Kesejahteraan Sosial skala | Persentase (%) Panti 60% 2008-2015 Dinas/
provinsi. Sosial skala Instansi
b. penyelenggaraan provinsi yang sosial
pelayanan melaksanakan standar

dan rehabilitasi sosial operasional pelayanan

dalam kesejahteraan

panti sosial skala provinsi. | sosial.

2 |Penyediaan sarana dan Persentase (%) panti 80% 2008-2015 | Dinas/
prasarana sosial sosial skala Instansi
c. penyediaan sarana provinsi yang sosial
prasarana panti sosial menyediakan sarana
skala prasarana pelayanan
Provinsi; kesejahteraan

sosial.

Persentase (%) 60% 2008-2015 | Dinas/
d. penyediaan sarana Organisasi Sosial/ Instansi
prasarana pelayanan luar | Yayasan/ LSM yang sosial
panti skala provinsi menyediakan

sarana prasarana

pelayanan

kesejahteraan sosial

luar panti.

3 | Penanggulangan korban | Persentase (%) 80% 2008-2015 | Dinas/
bencana kabupaten/kota yang Instansi
c. bantuan sosial bagi mengalami bencana sosial
korban memberikan
bencana skala provinsi. bantuan sosial bagi

korban bencana

skala provinsi.

Persentase (%) 80% 2008-2015 Dinas/
d. evakuasi korban kabupaten/kota yang Instansi
bencana menggunakan sarana sosial
skala provinsi. prasarana

tanggap darurat

lengkap untuk

evakuasi korban
bencana skala
provinsi.
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Pelaksanaan dan
pengembangan jaminan
sosial

bagi penyandang cacat
fisik dan

mental, serta lanjut usia
tidak

potensial

- penyelengaraan jaminan
sosial

skala provinsi.

Persentase (%)
kabupaten/kota yang
menyelenggarakan
jaminan sosial

bagi penyandang
cacat fisik dan
mental, serta lanjut
usia tidak

potensial.

40%

2008-2015

Dinas/
Instansi
sosial

B. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Standar Pelayanan Minimal

Satuan Kerja/

prasarana pelayanan
luar panti skala
kabupaten/kota

kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
(WKBSM) yang

menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial.

Sosial

Jenis Pelayanan Dasar Batas Lembaga
No & Sub Kegiatan i ilai Waktu Penanggun Ket
Indikator Nilai Pencapaian ggung
Jawab
1 Pelaksanaan program/ | Persentase (%) PMKS
kegiatan bidang sosial | skala kab/kota yang
a.Pemberian bantuan | memperoleh bantuan 80% | 2008-2015 |Dinas/Instansi
sosial bagi Penyandang | sosial untuk pemenuhan Sosial
Masalah Kesejahteraan | kebutuhan dasar.
Sosial skala Kabupaten/ | Persentase (%) PMKS
Kota skala kab/kota yang
menerima program
pemberdayaan sosial 80% | 2008-2015 | Dinas/Instansi
b. Pelaksanaan kegiatan | melalui Kelompok Sosial
pemberdayaan sosial Usaha Bersama (KUBE)
skala Kabupaten/Kota | atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainny
2 Penyediaan sarana dan | Presentase (%) pantai 80% | 2008-2015 | Dinas/Instansi
prasarana sosial sosial skala kabupaten/ Sosial
a. Penyediaan sarana kota yang menyediakan
prasarana pantai sosial | sarana prasarana
skala kabupaten/kota pelayanan kesejahteraan
sosial.
b. Penyediaan sarana Presentase (%) wahana 60% | 2008-2015 | Dinas/Instansi
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STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Standar Pelayanan Minimal Satuan Kerja/
Jenis Pelayanan Dasar Batas Lembaga
No & Sub Kegiatan i ilai Waktu Penanggun Ket
Indikator Nilai | pencapaian ggung
Jawab

Penanggulangan Presentase (%) 80% | 2008-2015 | Dinas/Instansi
korban bencana korban bencana skala Sosial
a. Bantuan sosial bagi kabupaten/kota yang
korban bencana skala menerima bantuan
Kabupaten/Kota sosial selama masa

tanggal darurat

Presentase (%)

korban bencana skala 80% | 2008-2015 |Dinas/Instansi
b. Evaluasi korban kabupaten/kota yang Sosial
bencana skala dievakuasi dengan
Kabupaten/kota menggunakan sarana

prasarana tanggap

darurat lengkap

4 Pelaksanaan dan Presentase (%) 40% | 2008-2015 | Dinas/Instansi

pengembangan penyandang cacat fisik Sosial
jaminan sosial bagi dan mental, serta lanjut
penyandang cacat fisik | usia tidak potensial yang
dan mental, serta lanjut | telah menerima jaminan
usia tidak potensial sosial
- Penyelenggaraan
jaminan sosial skala
Kabupaten/Kota

Jakarta, 6 November 2008

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE
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LAMPIRAN Il PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 129/HUK/2008

TANGGAL : 6 NOPEMBER 2008

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
SOSIAL

PETUNJUKTEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH

PROVINSI

A.PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL
Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial meliputi 2 (dua) :

1.

2.

Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
skala provinsi; dan
Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala
provinsi.
Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung
Jawab
1. Persentase (%) PMKS skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh
bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
a. Cara Perhitungan / Rumus:

1)  Rumus.
Jumlah PMKS skala
provinsi yang
memperoleh bantuan
Persentase (%) PMKS skala sosial dalam 1 tahun 100%
provinsi yang memperoleh = Jumlah PMKS skala X 0
bantuan sosial provinsi dalam 1 tahun
yang seharusnya
memperoleh bantuan
sosial
2) Pembilang

Jumlah PMKS skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh
bantuan sosial dalam satu tahun.

3) Penyebut. Jumlah PMKS skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang
seharusnya memperoleh bantuan sosial.

4) Ukuran Konstanta. Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah PMKS skala provinsi yang
memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun sebanyak 180 jiwa,
sedangkan jumlah PMKS skala Provinsi tahun 2008 sebanyak 1.500
jiwa, maka prosentasenya 12 %.

Persentase (%) PMKS skala provinsi ~ _ 180
yang memperoleh bantuan sosial 1.500
b. Sumber Data:
1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (BPS, Dinas Sosial/
Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
2) Hasil pemantauan (data primer).
3) Sumber lain yang relevan.

x 100 % =+12%
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STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
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DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

¢.  Rujukan:

UU Rl Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial.

2) UU RINomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4) UURINomor25Tahun2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

6) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.

7) Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman
Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target:
Target 80 %.dengan batas pelayanan selama 7 tahun dari tahun 2008 s.d
tahun 2015.

e. Langkah Kegiatan :

)
2)
3)
4)

Pendataan PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
Pengolahan data

Analisis Data

Penyusunan Laporan

2. Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang
melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.
a. Cara Perhitungan / Rumus:

1)

Persentase (%) Panti Sosial skala

Rumus.

Jumlah Panti Sosial skala
Provinsi dalam 1 (satu) tahun
yang melaksanakan standar
operasional pelayanan kesos

provinsi dalam 1 (satu) tahun yang =x100%

melaksanakan standar pelayanan
kesejahteraan sosial

2)

= Jumlah Panti Sosial skala
Provinsi dalam 1 (satu) tahun
yang seharusnya melaksanakan
standar operasional pelayanan
kesos

Pembilang.

Jumlah Panti Sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang
melaksanakan Standar Operasional Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Penyebut.

Jumlah PantiSosialdalam 1 (satu) tahunyang seharusnya melaksanakan
standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.

Ukuran Konstanta.

Persentase (%).
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5) Contoh Perhitungan.
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun
yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan
sosial 27 unit, sedangkan jumlah Panti Sosial
skala provinsi 1 (satu) tahun yang seharusnya melaksanakan standar
operasional pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2008 sebanyak 300
unit, maka persentasenya 9 %.

Persentase (%) jumlah Panti 27 =+/-9%
Sosial dalam 1 (satu) tahun yang = 300
melaksanakan standar

=x100%

b. Sumber Data:

1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan
Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
2) Hasil pemantauan (data primer).
3) Sumber lain yang relevan.
Rujukan:

1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kesejahteraan Sosial.

2) UURINomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4) UURINomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

5) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

6) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.

7) Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman
Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Target:

Target 60 % dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d
2015.

Langkah Kegiatan:

1) Pendataan Panti Sosial yang melaksanakan standar operasional
pelayanan kesejahteraan sosial

2) Pengolahan data

3) Analisis Data

4) Penyusunan laporan

B. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL
Penyediaan sarana dan prasarana sosial meliputi :

1.
2.

Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi;
Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung
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Jawab

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Persentase (%) panti sosial jumlah dalam (satu) tahun yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
a. CaraPerhitungan/Rumus:

)

Persentase (%) panti
sosial dalam 1 tahun

Rumus

Jumlah panti sosial yang menyediakan
sarana prasarana pelayanan kesos dalam

yang menyediakan sarana = ! tahun x 100%
prasarana pelayanan Jumlah panti sosial skala Provinsi dalam
Kesos 1 (satu) tahun yang seharusnya
menyediakan sarana dan prasarana
2) Pembilang
Jumlah panti sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan
sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
3) Penyebut.
Jumlah panti sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya
menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
4) Ukuran Konstanta.
Persentase (%).
5) Contoh Perhitungan.
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang
menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 5 unit, sedangkan
jumlah panti sosial skala Provinsi tahun 2008 sebanyak 35 unit, maka
persentasenya 12 %.
Persentase (%) panti sosial dalam 1 (satu) 5
tahun yang seharusnya menyediakan = T x 100% =+12%

sarana prasarana pelayanan kesos

b. Sumber Data:

1)

Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan
Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).

2) Hasil pemantauan (data primer).
3) Sumber lain yang relevan.
¢. Rujukan:

1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial.

2) UU RINomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4) UU Rl Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.
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7) Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman
Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
d. Target:
Target 80 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2009 s.d
2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
e. Langkah Kegiatan:
1) Pendataan panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial.
2) Pengolahan data.
3) Analisis Data.
4) Penyusunan laporan.
2. Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang
menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.
a. CaraPerhitungan/Rumus:

1)  Rumus:
Jumlah Orsos/Yayasan/LSM dalam 1
(satu) tahun yang menyediakan sarana
Persentase (%) Orsos/Yayasan/LSM prasarana pelayanan kesos luar panti.
dalam 1 (satu) tahun yang telah _ Jumlah Orsos/Yayasan/LSM skalaa X 100%
menyediakan sarana prasarana Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang
pelayanan kesos luar panti. seharusnya menyediakan sarana
prasarana pelayanan kesejahteraan
sosial
2) Pembilang.

Jumlah Orsos/Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.
3) Penyebut.
Jumlah Orsos/Yayasan/LSM skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang
seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
4) Ukuran Konstanta.
Persentase (%).
5) Contoh Perhitungan.
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah Orsos/Yayasan/LSM dalam 1 (satu)
tahun yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial luar panti
sebanyak 100 Orsos/Yayasan/LSM, sedangkan jumlah Orsos/Yayasan/LSM
tahun 2008 sebanyak 1.000 Orsos/Yayasan/LSM, maka persentasenya 10%.

Persentase (%) Orsos / 100
Yayasan/ LSM dalam 1 (satu) _ X 100% —+10%
tahun yang seharusnya 1000

menyediakan sarana prasarana

b. Sumber Data:
1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan
Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
2) Hasil pemantauan (data primer).
3) Sumber lain yang relevan.
¢. Rujukan:
1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial.
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2) UU RINomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

5) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

6) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.

7) Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman
Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d.Target :

Target 60 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2009 s.d
2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
e. Langkah Kegiatan :

Pendataan Orsos/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.

Pengolahan data.

Analisis Data.

Penyusunan laporan.

C. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
Penanggulangan korban bencana meliputi, antara lain :
1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi;
2. Evakuasi korban bencana skala provinsi.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung

Jawab

1. Persentase (%) kabupaten/kota yang mengalami bencana, memberikan
bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi;
a. CaraPerhitungan/Rumus:

1)

Persentase (%) kabupaten / kota
dalam 1 (satu) tahun yang
mengalami bencana, dan

Rumus.

Jumlah kabupaten/kota yang
mengalami bencana, dan
memberikan bantuan sosial bagi
= korban bencana dalam 1 tahun x 100%

memberikan bantuan Jumlah kabupaten / kota dalam

1 (satu) tahun yang mengalami
bencana, skala Provinsi

Pembilang

Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang mengalami bencana,
dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana dalam 1 tahun.
Penyebut

Jumlah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun yang mengalami bencana,
skala provinsi.

Ukuran Konstanta.

Prosentase (%).

Contoh Perhitungan.
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2.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun
yang mengalami bencana, dan memberikan bantuan sosial bagi korban
bencana sebanyak 5 Kabupaten/Kota, sedangkan jumlah kabupaten yang
mengalami bencana, tahun 2008 sebanyak 45 Kabupaten/Kota, maka
persentasenya 11 %.
Prosentase (%) kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 5
tahun yang mengalami bencana, memberikan
bantuan sosial bagi korban bencana skala
provinsi.

= x 100% =x11%
45

b. Sumber Data :

1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan
Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).

2) Hasil pemantauan (data primer).

3) Sumber lain yang relevan.

¢. Rujukan:

1) UU Rl Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial.

2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

5) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

6) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.

7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman
Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target:
Target 80% dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2009 s.d 2015
dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

e. Langkah Kegiatan:

1) Pendataan Kabupaten/kota yang mengalami bencana dan memberikan
bantuan sosial bagi korban bencana.

1) Pengolahan data.

2) Analisis Data.

3) Penyusunan laporan.

Persentase (%) kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.
a. CaraPerhitungan /Rumus:
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Persentase (%) kabupaten/
kota dalam 1 (satu) tahun yang

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rumus.

Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
tahun yang menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap
untuk evakuasi korban bencana skala
Provinsi

menggunakan sarana prasarana = x 100%

tanggap darurat lengkap untuk
evakuasi korban bencana.

Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
tahun yang seharusnya menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkap untuk evakuasi korban
bencana skala provinsi

Pembilang.

Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana
dalam satu tahun.

Penyebut.

Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya
menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi
korban bencana skala Provinsi.

Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun
yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk
evakuasi korban bencana sebanyak 5 Kab/Kota, sedangkan jumlah
kabupaten/kota yang seharusnya menggunakan sarana prasarana
tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala Provinsi
tahun 2008 sebanyak 45 Kab/Kota, maka persentasenya 11 %.

Persentase (%) kabupaten/ 5
kota dalam 1 (satu) tahun yang
menggunakan sarana prasarana = 45 x 100%

tanggap darurat lengkap untuk
evakuasi korban bencana.

b. Sumber Data:

1)

Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan
Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).

2) Hasil pemantauan (data primer).
3) Sumber lain yang relevan.
¢.  Rujukan:

1) UU Rl Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial.

2) UU RINomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerint